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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 91 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 117 TAHUN 2022  

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  

PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SAMPANG, 
 

Menimbang : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 12 
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Sampang Sampang tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Sampang; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Dan Keuangan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Sampang.  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
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lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015       Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120             Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Admisnistrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia         Tahun 
2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 
2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 2); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 
117 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, diubah 
sebgai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 11 
(1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai 
tugas melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang 
dan pertanahan di Kabutaten Sampang 

(2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana pada  ayat 
(1), Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai 
fungsi: 
a. Penyiapan dan Pelaksanaan Program Kegiatan di 

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan; 
b. Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata 
Ruang (RRTR) Kabupaten serta Peninjauan Kembali; 
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c. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang Daerah Kabupaten; 

d. Pelaksanaan  Pemantauan, Penyidikan dan Penertiban  
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten; 

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten;   

f. Pelaksanaan Inventarisasi, Fasilitasi dan Mediasi 
Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah Garapan;  

g. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan 
Tanah untuk Pembangunan di Kabupaten; 

h. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma 
Agraria dan Tanah Absentee; 

i. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara; 

j. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan 
Tanah Kosong di Kabupaten; 

k. Pelaksanaan Survey, Pengukuran dan Pemetaan 
Penggunaan Tanah Ulayat; dan 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sampang. 

 
 

Ditetapkan di : Sampang 
pada tanggal  : 29 Desember 2023 

 
BUPATI  SAMPANG 

 
 

    ttd 
 

Slamet Junaidi 
 

                                                                                 
Diundangkan di : Sampang 
Pada tanggal   : 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
 ttd 

 
 

Yuliadi Setiyawan 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR: 91 
 


